SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 000.2.1-87 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 000.2.1-23
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENCURUS BARANG PENGGUNA
PADA PERANGKAT DAERAH DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

BUPATI INTAN JAYA,

bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Intan
Jaya Nomor 800.1.3/30/BPBD-1J/V1/2026, tanggal 18
Juni 2026 Perihal Pergantian Bendahara Barang dan
Surat Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor
900/078/BPPKAD-1J/2026, tanggal 18 Juni 2026
Perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran dan
Pengurus Barang Tahun Anggaran, dipandang perlu
untuk melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati
Intan Jaya Nomor 000.2.1-23 TAHUN 2026 tentang
Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Pada
Perangkat Daerah dan Pengurus Barang Pembantu
Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran
2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Intan
Jaya Nomor 000.2.1-23 TAHUN 2026 tentang
Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Pada
Perangkat Daerah Dan Pengurus Barang Pembantu
Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran
2026;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Java Di Propinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2018 Nomor  33)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pembentukan  Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya
Tahun 2021 Nomor 4);
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021
Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7
Tahun 2021 tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);

31. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

32. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor |ILA Tahun 2017
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya (Berita Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1A);

33. Peraturan Bupati Intan Java Nomor 19 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah  Kabupaten Intan Java (Berita Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 19);

34. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 000.2.1 -23 TAHUN
2026 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna
Pada Perangkat Daerah Dan Pengurus Barang
Pembantu Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 000.2.1-23
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG
PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH DAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.
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Memberhentikan Sdr. KHALIFATULLAH ARPA MATTONA
nomor urut 29 pada Lampiran | Keputusan Bupati Intan
Jaya Nomor 000.2.1-23 TAHUN 2026 tanggal 13 Februari
2026 sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Intan Jaya
Tahun Anggaran 2026 dan mengangkat Sdr. STEVEN
RONALD SAHULEKA sebagai Pengurus Barang Pengguna
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 dengan menyisipkan
nomor urut 29a diantara nomor urut 29 dan nomor urut 30
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI INTAN JAYA,
TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

NOoO O WD

Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;

Gubernur Papua Tengah, di Nabire;

Ketua DPRD Kab. Intan Jaya, di Sugapa;

Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;

Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;

Kepala BPPKAD Kab. Intan Jaya, di Sugapa;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

esuai dengan aslinya
AGIAN HUKUM,

SUPULAYUK
323 201004 1001



LAMPIRAN  KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA

NOMOR :000.2.1*87 TAHUN 2026

TANGGAL  : 19 Juni 2026

TENTANG  : Perubahan Atas Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor 000.2.1-23 TAHUN 2026 tentang
Penunjukkan Pengurus Barang Pengguna
pada Perangkat Daerah dan Pengurus Barang
Pembantu pada Unit Palaksana Teknis
Daerah Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

NAMA / PANGKAT/
' KET
No NIP GOLONGAN INSTANSI JABATAN
1 2 3 4 5 6
29 KHALIFATULLAH ARPA MATTONA PENGATUR MUDA Badan Pfenanggulangan Bencana PENGURUS BARANG diberhentikan
NIP. 19941129 202407 1001 (1/a) Daerah
Di Ganti Meniadi
NAMA / PANGKAT/
No. KET
o NIP GOLONGAN INSTANSI JABATAN
1 2 3 4 5 6
29a STEVEN RONALD SAHULEKA PENGATUR MUDA Badan Penanggulangan Bencana PENGURUS BARANG Melaksanakan Tugas
NIP. 19900207 202409 1001 (1/a) Daerah
dengan aslinya BUPATI INTAN JAYA,
GIAN HUKUM,
TTD
ANER MAISINI
SUPULAYUK

3201004 1001



